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KEFUTUEAN GUURERNUR SITMATERA TITARA
MOMOR : 421.3 /550

TENTANMG
LZIN OPLERASIONAL [LUSWIS1 LALN)

GUBERMNLUE SUMATHERMA IFMTARA,

Membaca » Surar Permohonan Yayasan Hina Pelajar Indonesia Nomor: SP/YDPL/PE /2024
Latigpral 28 Apusias 2024 Peribal Tormoeoboman Bevisi Tein Opoerasional Saloarn
Perelidikar.

Menimbang  Surat Edaren Gubermar Sumatera Utera Nomor 303 /113% tanggal 20 April 2019
tentang Izin Operasional Saman Pendidikan Formal (Sekolah Menenpgah Atas,
Sekolah Menengah Kejurnan, Sekolah Luar Tiasa),

Mengingat v 1. Undang Undang Eepublik Indonesia Momer 20 Talnuz 2003 tentang Sistem

Pendidilkarn Nasional (Lembaren MNegera Republik lndeonesia Tehun 2003

Mormor 78, Tamnbabian Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomnor 4301);

Indang-UIndang Republik Indoncsia Womor 23 Tabhun 20014 tentang

Memerintahan Tracrah (Lembaran Mepara Ropublik Tadencsia Tahun 2014

Momor 211, Tambehan Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor S587);

d.  Peraturan Petnerintah MNomer 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Menyelenggarnan Penndidiban Wajbh Mowiliki Ion Dendisian dar Pemncrinlak
|[Derhiaran Negara Republik Indonesia Talhun 2010 Nomor 233, Tainbaliao
Lombaran Negara Republik Indoncsia Nemor 5105);

4. DPoraturan Temerintah Nemor 13 Tahwun 2015 tontang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1% Tabun 2005 tentang Stander
Masional Pendidikan (Lembarsn Negaoa Republik Indonesia Tahon 2015
Morwor 45);

5. Peraturan Pemerintah Neomor 5 Tahun 2021 tentanpg Pansvelanggaraan
Parizinan Berusaha BRerbasis Risilke Tambaran Negara Republile Tndonesia
Tabun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Mepublik Indonesia
Metmar 6617);

6. DPoratuzan Menteri Peodidikan dan Eebudavaan Republik Indonesis Nomor
36 Tahun 2014 weolang Podoman Penditian, Perubabian dao Peowlopean
Satuan Pendidilcan Thasar dan Menengah (Berita Megara Republik ITndonesia
Talnun 2011 Namor 607);

7. TDPeraturan Daersh Sumarers Urara Nomer 8 Tabhun 2022 tentang Pembennikan
dan Susunan Peranglkar Dascah Provinsr Sumaters Utara (Lembearan Daerah
MProvingl Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor &, Tambahan Lembaran Tlaerah
Provinsl Sumatera Utara Nomor B4);

S, Toraluran Guboernor Sumaiers lars Namor 28 Tahon 2023 wenlang Tugas,

Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perengket Deerah Provins, Suinatera

Utara (Berite Daerah Provinsi Sumatera Utarse Talun 2023 Nomor 29);

Peraluzan Gubesrmur Sumatera Ulara Nomor 31 Tahun 20253 lenlang

Pendelepasian Eewenangan Proyelenggarasn Perieinon Derusahia [Derila

Nacral Provins! Sumatcra rara Tabun 2023 Nemaor 32).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL
(REVISI IZIN)

KESATU : Memberikan Izin Operasional (Revisi Izin) kepada :
1. Nama Perusahaan ¢ Yayasan Bina Pelajar Indonesia
2. Nomor Induk Berusaha - 1218000330691
3. Nama Sekolah :  SMA Swasta BPI
4. Alamat :  Dusun VI, Kel. Paluh Kurau

Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan
legalitas Operasional Sekolah.
KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang
berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada
Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara
Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali
dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu
apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum
KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tanda tangan digital
yang mengacu pada waktu server (time stamp) dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
E KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
= DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

#

Dr. H. FAISAL ARIF NASUTION, S.Sos, M.Si
! NIP. 19740202 199303 1 007

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;
3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2

Catatan :

' Ba [a_i i _ 1. UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal § Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.”
‘ Sert lflka_s‘ 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN
h ] Elektronik 3 pokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSrE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.



